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ABSTRAK 
Latar Belakang: Artikel ini membahas kompleksitas interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam 
lingkungan, serta peran ilmu lingkungan sebagai studi interdisiplin mengenai hubungan manusia dengan 
lingkungan. Fokus utama terletak pada konsep keberlanjutan, yang mencakup kemampuan sistem pendukung 
kehidupan di bumi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Metode: Artikel ini menggunakan studi 
pustaka. Temuan: Pembangunan berkelanjutan, sebagai upaya untuk menyelaraskan kegiatan ekonomi dengan 
perbaikan kerusakan lingkungan, harus mempertahankan tiga prinsip utama: energi matahari, siklus kimia, dan 
keanekaragaman hayati. Selain itu, artikel ini menjelaskan keterkaitan antara air, energi, dan pangan (WEF 
nexus) dalam pengelolaan sumber daya alam, serta pentingnya ketahanan pangan yang mencakup ketersediaan, 
keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Kesimpulan: Artikel ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan di 
Indonesia masih rendah, terutama di wilayah timur. Kebaruan/Orisinalitas artikel ini: Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis keberhasilan ketahanan pangan di Indonesia dan memberikan kontribusi 
terhadap kebijakan ketahanan pangan yang lebih efektif. 

 
KATA KUNCI: Indonesia; kebijakan; pangan. 

 
ABSTRACT  
Background: This article discusses the complexity of interactions between biotic and abiotic components in the environment, as 
well as the role of environmental science as an interdisciplinary study of the relationship between humans and the environment. 
The primary focus is on the concept of sustainability, which encompasses the ability of the earth’s life support system to adapt to 
environmental changes. Methods: This article employs a literature study approach. Finding: Sustainable development, as an 
effort to align economic activities with the repair of environmental damage, must uphold three main principles: solar energy, 
chemical cycles, and biodiversity. Additionally, the article explains the interconnection between water, energy, and food (WEF 
nexus) in the management of natural resources, as well as the importance of food security, which includes availability, 
accessibility, and utilization of food. Conclusion: The article shows that food security in Indonesia remains low, particularly in 
the eastern regions. Novelty/Originality of this article: This research aims to analyze the success of food security in Indonesia 
and contribute to more effective food security policies. 
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1. Pendahuluan   
 

Lingkungan meliputi seluruh interaksi kompleks antara komponen hidup (biotik) dan 
tak hidup (abiotik). Sementara itu, ilmu lingkungan merupakan studi interdisiplin antara 
ilmu alam dan sosial, terutama mengenai interaksi manusia dengan lingkungan. Kunci dari 
ilmu lingkungan adalah ekologi dengan prinsip-prinsip utama meliputi keanakaragaman, 
keterkaitan, ketergantungan, keharmonisan, dan keberlanjutan (Miller & Spoolman, 2014). 

Keberlanjutan atau sustainability merupakan kemampuan earth’s life support system 
dan human culturesphere untuk beradaptasi dan berubah menyesuaikan dengan kondisi 
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lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang menyelaraskan 
kegiatan ekonomi dengan kebutuhan perbaikan kerusakan lingkungan (Redclift & 
Springett, 2015). Lim dkk. (2018) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan 
merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengganggu 
keberlanjutan earth’s life support system di masa kini ataupun masa mendatang. Menurut 
Miller & Spoolman (2014), tiga prinsip sustainability meliputi energi matahari, siklus kimia, 
dan keanekaragaman hayati. Pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia 
tidak boleh mengganggu ketiga prinsip tersebut karena akan mengakibatkan kondisi 
unsustainability (Karuniasa, 2020). 

Dalam rangka memenuhi kebutuhannya, manusia memanfaatkan sumber daya alam di 
sekitar. Pemanfaatan sumber daya ini berkaitan erat dengan water-energy-food (WEF) 
nexus. Ketiga unsur tersebut (air, energi, dan pangan) saling memengaruhi dan 
pengelolaannya tidak bisa terlepas dari prinsip keberlanjutan. Ketahanan pangan dapat 
diartikan sebagai kondisi ketersediaan pangan sesuai dengan kebutuhan secara kuantitas 
dan kualitas (Pahl-Wostl, 2019) Pilar ketahanan pangan terdiri dari ketersediaan pangan, 
keterjangkauan pangan, serta pemanfaatan untuk peningkatan gizi pangan (Kementerian 
Pertanian, 2020). Tiga pilar ini menjadi indikator untuk mengukur ketahanan pangan 
melalui indeks ketahanan pangan (IKP) (Badan Pusat Statistik [BPS], 2014). Berdasarkan 
data Kementerian Pertanian (2020), sebanyak 15,8% kabupaten dan 4% kota di Indonesia 
memiliki IKP dalam kategori rendah. Sebagian rendah kota/ kabupaten dengan rendah ini 
berada di wilayah timur Indonesia. Artinya, pemerataan pangan di Indonesia masih belum 
tercapai. 

Tujuan riset ini adalah untuk menganalisa keberhasilan ketahanan pangan di    
Indonesia. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai sumbangan ilmu lingkungan 
terutama terkait kebijakan ketahanan pangan di Indonesia. Manfaat praktis dari penelitian 
ini adalah untuk memberikan gambaran kondisi serta kebijakan ketahanan pangan yang 
tepat untuk diterapkan di Indonesia. 
 
2. Hasil dan Pembahasan  

 
Sejak 2005—2019, angka kurang gizi secara global terus munurun sampai di angka 

8,4%. Namun, hal ini kembali terjadi peningkatan pada 2020 dengan persentase 9,9% 
(Gambar 1). Peningkatan ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda sejak akhir 
2019. Pandemi ini menyebabkan ketidakstabilan ekonomi secara global. Banyak masyarakat 
kehilangan pekerjaan dan penghasilan menurun sehingga berdampak terhadap akses 
masyarakat terhadap pangan bergizi (Food Agriculture  Organization of The United Nations 
[FAO], 2021). 
 

 
Gambar 1. Angka kurang gizi secara global 

(FAO, 2021) 
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Di Indonesia, ketahanan pangan suatu daerah diukur melalui IKP. Pada 2020, ada 

15,8% kabupaten dan 4% kota di Indonesia yang memiliki IKP dalam kategori rendah. 
Sebagian besar wilayah dengan IKP dengan kategori rendah berada di wilayah Timur 
Indonesia (Gambar 2). Faktor utama yang membedakan IKP di daerah timur Indonesia 
adalah dari aspek ketersediaan pangan. Bahkan, ada beberapa kabupaten di Pulau Papua 
yang nilai ketersediaan pangannya adalah “nol” (Kementerian Pertanian, 2020). 

Pada 1990-an, pemerintah Indonesia menjalankan misi swasembada pangan melalui 
“mega projek beras”. Sekitar 1,4 M ha hutan dialihfungsikan menjadi sawah dan diberikan 
pada transmigran untuk diolah. Selain untuk swasembada pangan, program ini juga baik 
untuk pemerataan penduduk. Namun, tidak sedikit transmigran menjual lahan tersebut 
sehingga program swasembada pangan tidak tercapai (Neilson & Wright, 2017). Jika 
dikaitkan dengan indeks ketahanan pangan, swasembada ini berkaitan dengan aspek 
ketersediaan dan keterjangkauan pangan, tetapi tidak untuk pemenuhan kualitas pangan. 
Selain itu, penyeragaman pangan dirasa kurang tepat. Justru diversifikasi berpotensi untuk 
meningkatkan ekonomi masyarakat, mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan 
sosial (Rahmanto dkk., 2020). 

 

 
Gambar 2. Peta distribusi IKP kota dan kabupaten di Indonesia pada 2020  

(Kementerian Pertanian, 2020) 
 

Pangan bukan hanya tentang sumber karbohidrat, melainkan juga sumber protein dan 
gizi lainnya. Urusan pangan bukan hanya tentang agrikultur tapi juga peternakan dan 
perikanan. Penguatan produksi peternakan dan perikanan dalam sistem pangan dapat 
meningkatkan perekonomian (FAO, 2018). Kebijakan terkait pangan tidak dapat terlepas 
dari penggunaan energi. Penggunaan air untuk agrikultur secara langsung meningkatkan 
konsumsi energi (Wicaksono & Kang, 2019). Kegiatan peternakan, perikanan, dan 
agrikultur merupakan pengguna energi dan penghasil emisi karbon terbesar dalam sistem 
pangan (Kucukvar dkk., 2019). Dengan demikian, harus ada sinergi dalam kebijakan 
pangan-air-energi. Sebagian besar kebijakan terkait WEF nexus berorientasi pada geografi, 
ekonomi, historis, dan dampaknya pada perubahan iklim. Padahal, faktor sosial sangat 
penting dan dapat berdampak pada aspek lainnya (Albrecht dkk., 2018). Misalnya, 
kebijakan dalam ketahanan pangan Indonesia dapat diturunkan dalam tingkat daerah 
dengan tidak hanya berfokus pada beras, tetapi disesuaikan dengan potensi sumber daya 
alam serta kearifan lokal setiap daerah. Hal ini dapat mengurangi angka kemiskinan hingga 
4,7% dan meningkatkan pendapatan per kapita hingga 4,47% (Rahmanto dkk., 2020). 
Prinsip WEF nexus dengan konsep bottom-up memungkinkan pemerintah daerah untuk 
mengidentifikasi permasalahan secara faktual, kemudian membangun solusi melalui 
kebijakan yang dapat diterima oleh masyarakat setempat (Purwanto dkk., 2021). Konsep 
ini dapat dilihat Gambar 3. 
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Gambar 3. Pendekatan bottom-up dalam WEF nexus  

(Purwanto dkk., 2021) 

  
Albrecht dkk. (2018) menyatakan bahwa ada empat kunci yang perlu diterapkan dalam 

pendekatan analisis WEF nexus, yaitu inovasi, pengaruh konteks, kolaborasi, dan 
implementasi (Gambar 4). Keempat pendekatan ini dapat digunakan untuk analisis 
permasalahan WEF nexus dan menjadi acuan pembuatan kebijakan. 
 

 
Gambar 4. Pendekatan analisis WEF nexus  

(Albrecht dkk., 2018) 

 
Selanjutnya, WEF nexus dapat dievaluasi melalui pendekatan sistem dinamis dengan 

model simulasi the water-energy-food nexus simulation model (WEFSiM). WEFSiM ini 
mengintegrasikan produksi dan konsumsi WEF serta memperhitungkan implikasi dari 
kebijakan yang diterapkan (Wicaksono & Kang, 2019). Hasil simulasi dapat digunakan 
sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya. 

 
3. Kesimpulan 
 

Konsep ketahanan pangan di Indonesia dirasa sudah cukup baik dengan 
membertimbangkan aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pangan. Namun, 
implementasi kebijakan ketahanan pangan perlu diperkuat dengan memperhitungkan 
aspek inovasi, konteks, kolaborasi, dan implementasi. Aspek kolaborasi menjadi hal paling 
penting karena pengelolaan pangan tidak terlepas dari pengeloaan air dan energi (WEF 
nexus). Oleh karenanya, diperlukan sinergi dan kolaborasi dari semua stakeholder yang 
berkaitan dengan WEF nexus. Prinsip WEF nexus dengan konsep bottom-up memungkinkan 
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pemerintah daerah untuk mengidentifikasi permasalahan secara faktual kemudian 
membangun solusi melalui kebijakan yang dapat diterima oleh masyarakat setempat. 
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